S
NOTA KESEPAEATAN
ANTARA
EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
DAN
PEMERINTAH EABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG
SINERGITAS FEMBENTUEAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN,
EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUHUM, PENYULUHAN, EONSULTASI, DAN
BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM, PENGUEKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI
HUEKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEEAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.21-46.HH.04.02 TAHUN 2025
NOMOR : 130/ 1% /LTH/2025

Pada har ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima (15-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. T GUSTI PUTT MILAWATI : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Nusa Tenggara Barat,
berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor
44 Mataram, berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor
M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tentang
Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial
Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan
Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan
Kementerian Hukum, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Hukum  Nusa
Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK
KEBATU.

II. H. LALU PATHUL BAHRI : Bupati Lombok Tengah, berkedudukan di
Jalan Raden Puguh - Praya, Kabupaten
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221 Tahun 2025 tanggal 28 Januarn 2025
tentang tentang Fengesahan Penganpgkatan
Kepala Daerah dan Walkdl Kepala Daerah
Pada Kabupalen dan Kota Hasil Pemilibian
Kepala Daerah Serentak Tauhun 2024 Masa
Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini
bertindale untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya
disebut PIHAK EEDUA.

Dengan memperhalikan ;

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ientang Kementerian Negara
lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneeia Homor 4916) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentanp Perubwhan Atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Megera Hepuhblik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambhahan
Lembearat Negara Republik [ndonesia Nomor 65994,

Undang-Undang Momor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Ferundang-Undanpan [Lembaran MNepara Republilc ndonesia Tahun 2011
nomeor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5234
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahean Kedua Ates Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembarman Nepara Eepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor GBOT);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomer 5587] sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemenntah Fenpganti Undang-{ndang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2023 Nomer 41, Tambaban Letabaran Nepara
Eepublik Indonexia Nomnor 6856);

ndangp-UIndang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah
di Prowvinal Husa Tenggara Barat [Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun
2024 Noinor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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12

13,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
[Lembaran Megara Republit Indomesia Tahun 20418 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219},

Peraturan Fresiden Nomor 139 Tahun 2024 tentanpg Penataan Tusas dan
Fungsi Kementerian Negatra Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

Perafuran Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Huloum
(Lembatran Negam Republik Indonesia Tabun 2024 Nomor 351);

Peraturan Presiden Nomeoer 32 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
[nformasi Hulum Nasional (Lembaran Megara Republiiz Inodonesia Tabun
2012 Nomor 22);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahuno 2019
tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum [Berita Negara
Republik ndonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Feraturan Menteri Dalan Negeri Nomer 22 Tahun 2020 tentang Tata Carg
Ecrja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak
Ketipz (Berita Negara Republik [ndonesgia Tahun 2020 Nomor 371);

Peraturan Menteri Flukum Namar 1 Tahun 2024 teptang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 832);

Peraturan Menteri Hukum Nomet 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Eerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negars Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 912);

Peraturan Bupatl Nomor 107 Tahun 221 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Kera S3ama Daerah |Berita Dacrah Habupaten Lombok Tengah Tehun 2021
Nomor 107).

PFIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjumya secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PTHAE, dan secara setuliri-sendind disebut PTHAR.

PARA PIHAK terlebih dahuly menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1.

PIHAK EESATU adalah instansi vertikal Kementerion Thaloom i Provina Nusa
Tenggara Barat yang berada dibewah dan bectanggunggjawab langsung kepada
Menten Hukom Republik [ndonesia;

. PFHAK HEDUA adalah lembaga pemerintaban vang mempunyal tugas

melaksangkan tugas Pemerintah Daerah berdasatkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2414 tentang Pemerintahen Daerab sebapaimana telah diubah



Penetapan Peraturan Pemerintzh Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2032 tentang Cipta Kera menjadi Undang-Undang; dan

4. Berlasarkan perimbangan scbagaimana dimaksud pada angka [ dan angka 2
maka PARA MHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dalam
pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesual dengen kedudukan masing-
masing, FARA PIHAR setuju dan scpakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan
tentang sinergitas pembontukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi,
permbudayaatr  hulkum, penyuluhan, konsuliasi, dan  bantuan hukuom,
pengembangan jaringan dekumenias! dan informasi hulkum, pengukuran kinerja
pemmbangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan pdminisoasi
hukuwm ummm serta perlindungan dan penpelolaan kelcaayaan intelekiual dengan
ketentuan sebagai heriloat:

Pazal 1
MAHSUD DAN TUJUAN

(1] Maksud Nota Kesepakatan ini adalah gsebagai pernyataan kehendak PARA
PIHAK untuk mewnjudkan kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka
meningkatken potensi yang dimilild oleh maszing-masing PIHAK dan saling
menguntungkan.

(2] Tujuan Nota kesepakztan ini sebagai kerangka atan landasan PARA PTHAK
untuk melakukan Kega Sama dalam mendykong pelaksanaan pembeniukan
produk hukum daerah, pemantayan, evalnasi, pembudayaac huloam,
penyulithan, konsulipsd, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan
dokumentasi dan infermasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan
reformasi hulmm di daerah, dan pelayanan administrasi huloum umurmn serta
perlindungan dan pengelelaan kekayaan intelektual,

Pasal 2

LOHAS]
Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupatien Eombok
Tengah,

Fasal 3

OBJEE

{Jbjelr Mota Kesepalatan ini adalah pelayanan hukurn dalam rangka mevujudlan
sinergitas penyelenggaraan pelavanan hukum dan perlindungan dan pengelolaan



Pasal 4
RUANG LINGEIP

(1) Ruang inglup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. pembenmkan produk hukum daerah;

b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan

bantuen hukum:

€. pengembangan jaringan dokumentas! das infermasi hukuno:

d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di dacrah;

e. pelavanan administras] hukum umom; dan

t. perlindunpgan dan pengelolaan kekayaan intelelktual.

(2] Pelaksanash kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimakeud pada ayat
(1) huruf {, dilakuken juga dengsn pemberian layanan secara inklusi hagi
masyarakat rentan seperti penyandang digabilitas dan masyarakal rentan
lainmya.

i3) Pelakzanaan kegigtan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh PARA FIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimilild
aleh masing-masing PIHAK,

Poznl 5
TUGAS DAN TANGGUNG.TAWAR

(1) PIHAK KE3ATU mermilila tupas dan tanggungjawaly meliput :

a membantu memiasilitasi kegiatan pembentukan produk hukom daerah,
bauk darl perencanaan sampal dengan penyebarluasan informasi terkait
produk hukum daerah;

b. memfasilitasi Kegigtan pemantavtan, evalvasi, pembudayaan hukum,
penvuluhan, konsultasi, doan bantuan hukam;

. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informagi hulum;

d. fasilitasi pengukiran kinega pembangunan dan reformasi bhulum di
Kabupaten Lombok Tengah:

. Tagilitasi dan koordinas pelayanan administrasi hukum wmum; dan

f. perlindunegan dan pengelolasn kekayaan intelelktual.

{2} PIHAK KEDIUTA memiliki tngas dan tanggunpgfawah meliputi -

a. menyiapkan dan menvediakan segala bentul: administrasi dan kabutuhan
termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;

. menylsun perencanzan pelaksanasan kegiatan sesuai reang linpkup



c. melaksanakan kegiotan pemenmban peninghatan kemampuan sumber daya
manusia dan swrana eerta prasamna yang mendukung pelaksansan
kegiatat; dan

d. melalcukan kegiatan lain khususnys kegiatan yang mendulung lingkup
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 4.

Pazal &
FELAHEBANAAN

(1) Pelaksanaan Noia Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tetap berpedoman
pada ketenituan peratnran perundang-undangan dan fungsi koordinasi
diantara PARA FIHAK

(2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sehagaimana dimaksud pada avat [1) aksn
dilaksanakan berdasarkan rencana kerja peiakaanaan kegintan sebagaimana
tercantum dalam Lamrpitan yang merupakan bagian tidalk terpisahlan dari
Hota Kezepakatan ini

(3} Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan mni scbagaimana dimaksud pada ayat
(1], PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasakan, danfatan menyugaskan unit
kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan ongsinya dalam
Perjanjian Kera Sama.

Pasal 7
JANGEA WAKTU

{1] Naota kesepakatan ini berlaku uniik jangka waktu 3 (tiga] tahun terhitung
sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuni
kesepakatan PARA PIHAK

{2] Apahila salah satu PIHAK hondak memperpanjang Noia Kesepakatan ind,
makas PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepads FIHAK
lainnya paling lambat 3 {Hga] bulan sebelurn berakhirmmya jangka waktu
berdasarkan Kesepalkatan PARA PTHAR.

Fagal 8
PEMBIAYAAN
Segals blaya yang timbul sebagsi akibat dari Nota Kesepakatan ind dibebankan
kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewepatgan dan kemampuan PARA PIHAK
getta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pazxal 9

HEADAAN MEMAKSA (FORCE MA.JEURE}
Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah
terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampusn PARA PIHAK yang
mengalihatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti
terjadinya bencana alam, huru-hara, peratg, kebaksran hesar, sabotase,
pandemik wabah penyaldt (bencana non alam) dan sejenisnya, yang
dibuktikan melalni pernyatann tertulis pihak berwenang,
Dalam bal salah satu pihak terkens perstiwa dalam kategori keadaan
memakes, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahnkan peristiwa yang
menimpanya kepada Pihak laionya dengen melampiti permyetaan tertulis
pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari techitung mulai terjadinyva
peristiva tergebut.
Apabila peristiwa Keadasn memaksa tersebut berlangesung secara terus
menerls hmegga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hard, maka FARA
PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Note Kesepakatan ini.

Fazal 10

LATN-LAIN
Betiap perubshan danfatau penambahan Mota Kesepalatan ini harus
mendapat persetujuan dari PARA PIRAE dan akan ditvangken dalam
doikumen tertulis/addendum yang merupakan aatm kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
Notz Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal dem! hukum sapabila
lerdapal  ketenitan peraturan  perundang-undangan atau  kebijakan
pemerintah  vang menyebabkan MNota Kesepakatan ni tidak dapat
dilakeanakan,
Segala perubahan dan/atau hal-hal laio yang belum cukup diatur dalam Notg
Kesepakatan ini alan distur kerandian dalam addendum yang disepaleati
PARA PIHAK dan merupakan baplan yang tidak terpisahkan dari Neta
Kesepakatan ini.
Segela perbedean pendapat sehubungan dengan pelaksanasn MNota
Kesepakatar ini, digetesaikan oleh FPARA FIHAK dengan cara musyawarah dan
koordinas]



(2} Nota kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembapasn dengan menghormat

dan mengindahkan peraturan perundang-tndangan dan ketentuan yang
berlaku di lembaga masing-masing.

Pannl 11
RKORESPONDENSI

(1} Setiap dokumen dan/atau pemberitabuan yang bethubunpan dengan
pelaksanasn Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan
tisampailcan secara langsung melalui pos tercatat serta surat elektronik [e-
tnpil] dengan alamat schapgal berikut;

2. PIHAK KESATU

u.p :  Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wiayah Kemetiterlan Hukum Nusa Tenggara,
Barat

Alamat :  Jalan Majapahit No 44, Mataram

Telepon : 037} FESL244

e-tail : hanwilntlx@kernen kot po id

h. PIHAK KEDUOA

U.p :  Kepala Baglan Hulkum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Tenpah.
Afomat :  Bagian Hukum Sekeetariat Daerah Kabupaten

Lombols Tefagah, J1. Raden Paguh Prayva Gedung B Lt
III Kabupaten Lombok Tengah,

Talupun ; -

c-imail ; bagianhukunﬂptcn@gmajl.mm

{2] Perubaban alamat PARA PIHAR scbhagaimana dimaksud pecda ayat {1} oleh
salah =ain PIHAK harus diberftahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Fasal 12
PENUTTUP

(1}  Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian
ulech PARA PIHAK dalam perubahan Note Kesepakatan (amandemen)

dan/atau Nota Kesepakaian Tambahan (adendum] yang mevupakan hagian
tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bergama ini.

(2} Fihak yang berkeinginan untuk melakukan adendum terhadap Nota
Kesepakatan i, menpajukan permohonan secara tertulis kepada pihak



(3] Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum vang sama, ditandatangai dan
dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

I GUSTI PUTU MILAWATI




LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA
BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : W.21-46.HH.04.02 TAHUN 2025

NOMOR  : 130/ 15 /LTHI/2025

TENTANG : SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAEF
PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUK

PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUANMN HUF
PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORR
HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN
REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYA
ADMIMISTRASI HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN |
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

UNIT KERJA
NO. | Egﬁ?r e TUJUAN SASARAN | OUTPUT RINCIAN TUGAS PARA PIHAK PELAKSANA KENDALA STRATEGI KET
} Plhak | | Pihak i Pihak! | Pihakll
| 1. |Fasiltasi | Terfasilitasin | Parangkat | Jumbah i Memberikan |1.Menarima | Kantor | Pemerintahl Belum Melakukan Mohon
| Penyusunan | y& Daerash dan | produk pandampinga pandampin | Wikayah Kabupatan | gptimainya | koordinasi, pendamg
Produk pambantuka | Masvarakal | husum n dakam gan dalam | Kementeria | Lombok dalam Kerjasama an dan
Hudkum n produk | yang panyusunan pamusuna ln Hukum Tangah panyusunan | dan Karmayil
Frukum disusun produk hukum n produk Husa melalui produk pembinaan Eemente
daerah Deerah; dan hiukum, Tenggara Bagian Fukium | Hukum M
2. MamTagilitasi dan Barai Hukum | deerah | Tenggars
pembeantukan Menanma | melalui Seida | Barat
prodiuk fukum fasilitasi Divisi Kaoupaten |
daerah, dari kegiatan Peraturan | Lombok
tahapan pebeniuka | Perundang- | Tengah ‘
perencenaan | n produk undangan
e | sampai dengan | dan i

Paraf PIHAK |

i
| Paral PIHAK Il } "



e

UNIT KERJA

NO. " Bg:ﬂ_m TUJUAN SASARAN | O v RINCIAN TUGAS PARA PIHAK PELAKSANA KENDALA STRATEGI KE1
Pihak | Pihak [l Pihak | Pihak Il
panyebariuags | hukum Pamibinaan
n, lermasuk dearah, Hukum
melaksanakan
harmonisasi
Produk Hukum
Dearah sasuai
dangan
kedentuan
paraturan
parundang-
" undangan. N
2. |Pemantauan, | Tersujudnys | Pevengkai  |1. Pelakssnaa |1, Maenmyebariuask | 1 Menyebariua | Kanwil Pamariniah | Kurangnya Karwil Mohon
Bvalasd, kesadaran Daerah dan n Kehkargs an infornasi skan Kememarian | Kab, Loteng | penyebaran Easmenierian | pendampl
pembudayaan | hukum dan Masyaraksi Badar e informas| Hukwm MNTH | melakii Bag. | Informas| Hykum NTH dari Harmw
huium, Bley Hukurm; palaksanaan terkai miadalul Divisl | Hukum berkai melakukan Kamenten
penyuluhan, keadian skan 2. Tarbentukn pemantauan, peiaksansan | Perafuran Selda Kab, | pslaksanasn Kerjasams Hukurn My
konsultasi, banduan V& avaluasi, pemantauan, | Perundang- | Lobeng, permarauan, | dan koordinasi | Tenggara
dan banbuan mukum. Paoayankum pembudeyasn avaluasl, undangan gvalugsl, palaksanaan Barat
hukum hamdes ki, pembudayss | dan pembudayan | pemaniausn,
disalurub Py uluhan, - hikuem. Pemibinaan ki, avalues,
Desa 4| konsules| dan Fenyuluhan, | Hukum Fenyuluhan, pembudayaan
Kabupaten bantuan hukum, kangultas koraulipal dan | Rukum,
Lembaok 2. Mendomong dan banbuan bariuan Paryuluhan,
Tangah, paimbentukan hikum; | haskum korsulasi dan
3, Terjangkau Posyankumham | 2. Mendarong Bantusan
mya eksas das diselunub pembantukan | hiuskum
| layanan Desa o Posyankumh |
bantuan Kabupaten armdas
hukum Larnbok Tangah dlisaluruh
gratis bagi ; dan Dr2sa di Kab,
Masyarakat | 3. Memfaditasi Loteng; dan
meskin di . akses layanan 3. Mamifailitasi
bantuan hukurm akses
gratis bagl layranan
bizoyarakal bantuan
miskin di hadkurm gradis
bagi
Masyarakal
rmiskin di .,
Paraf PIHAK |

Paral PIHAK I L.




RINCIAN TUGAS PARA PIHAK

UNIT KERJA

KENDALA STRATEGI KE'
Eomaan | TUJUAN | SASARAN | OUTPUT PELAKSANA
Fihak | Pihakll  Pihak| | Pihak i
Jderimgan Paryadigan Feranghkal Tata Kalola | Memfasiitas Manysdiakan | Kantor Pemeriniah | terkait produk | Kanwil Mohan
Dokumentasi | informasi Dasrah, Jaringan ptiaksanaan tata | sarana dan | Wikayah KEabupaten | hukum yeng di = EKemaniarian pendamp
dan hukum yang Masyarakal | Dokumeniasi | kelola JOIH sasuai | prasarana | Kemaentarian | Lombok uploud di Hukurn NTB dari Karmy
Informasi lergkap dan Hukufi yang | kedenduan yEn] Hukum Musa | Tengah wabsite JOH | malstukan Kements
Hukum mudah bugik dan parmturan mendukung | Tenggara vl garing terjsdi | pembinaan Hukum M
digksas Jumiah parundang- pengelolasn Baral melalyl | Bagian | kendala pada Tanggars
masyarakat produk undangan JCHH yang | Dhiwisi Hukum | |arngan Bara
Frukum y baik. damn | Paraturan Seics
diakses mrwujudhan .i Perundang- | Kabupalen
dalarm JOIH Tala Kelole | wndengan Larmbok
JDIH gasusi | dan Tangah
derigan | Pambinaan
kataniuan - Hukum
pErEiUnEn
parundang-
undangan |
Pengukuran | Terwujuddys | Pemngkal Kepatuhan 1, Menyebarivesk | Menysdiakan | Hanior Pemarntah | Kurangmya il Mohaon
kinerja kepatuhan Cgerah dan | dan ukuran an informasi | sarans dan Wilayan Habupaten | panyabarussan| Kamsanberisn pandamp
pambanguna | dan ulunan masyareksl | kinarjs Perkail prasarana Kemanterian | Lombok informasl terkait) Hukum Musa | dan Kanw
n dan kinaa pambanguna kepatuhan dan | yang Hukum Nusa | Tengah kegatan Tenggara Kamanim
redorrnas pambangunan n dan wkuran  kinarja | meandukung Tanggara el el kepatuhan dan | Barst Huthum M
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